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JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga 

pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di 

bidang penuntutan harus mampu mewujudkan 

kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan 

kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan 

norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta 

wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan 

keadilan yang hidup dalam masyarakat; 

  b. bahwa penyelesaian perkara tindak pidana dengan 

mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan 

pemulihan kembali pada keadaan semula dan 

keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban 

dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada 

pembalasan merupakan suatu kebutuhan hukum 

masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus 

dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan 

dan pembaharuan sistem peradilan pidana; 
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  c. bahwa Jaksa Agung bertugas dan berwenang 

mengefektifkan proses penegakan hukum yang 

diberikan oleh Undang-Undang dengan memperhatikan 

asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta 

menetapkan dan merumuskan kebijakan penanganan 

perkara untuk keberhasilan penuntutan yang 

dilaksanakan secara independen demi keadilan 

berdasarkan hukum dan hati nurani, termasuk 

penuntutan dengan menggunakan pendekatan keadilan 

restoratif yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Kejaksaan tentang Penghentian 

Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif; 

 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 

Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3209); 

  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang 

Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401); 

  3. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik 

Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan atas 

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik 

Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 65); 

  4. Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-

006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 6 Tahun 
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2019 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung 

Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1094). 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN KEJAKSAAN TENTANG PENGHENTIAN 

PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF.  

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Kejaksaan ini yang dimaksud dengan: 

1. Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak 

pidana dengan melibatkan pelaku, Korban, keluarga 

pelaku/Korban, dan pihak lain yang terkait untuk 

bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan 

menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, 

dan bukan pembalasan. 

2. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, 

mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan 

oleh suatu tindak pidana. 

3. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang 

oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan 

dan melaksanakan penetapan hakim. 

4. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya 

atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut 

diduga sebagai pelaku tindak pidana. 

 

Pasal 2 

Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif 

dilaksanakan dengan berasaskan:  

a. keadilan; 

b. kepentingan umum; 

c. proporsionalitas; 

d. pidana sebagai jalan terakhir; dan 
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e. cepat, sederhana, dan biaya ringan. 

 

BAB II  

PENUTUPAN PERKARA DEMI KEPENTINGAN HUKUM  

 

Pasal 3 

(1) Penuntut Umum berwenang menutup perkara demi 

kepentingan hukum. 

(2) Penutupan perkara demi kepentingan hukum dilakukan 

dalam hal: 

a. terdakwa meninggal dunia; 

b. kedaluwarsa penuntutan pidana; 

c. telah ada putusan pengadilan yang memperoleh 

kekuatan hukum tetap terhadap seseorang atas 

perkara yang sama (nebis in idem); 

d. pengaduan untuk tindak pidana aduan dicabut 

atau ditarik kembali; atau 

e. telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan 

(afdoening buiten process). 

(3) Penyelesaian perkara di luar pengadilan sebagaimana 

dimaksud padaayat(2) huruf e dapat dilakukan dengan 

ketentuan:  

a. untuk tindak pidana tertentu, maksimum pidana 

denda dibayar dengan sukarela sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; atau 

b. telah ada pemulihan kembali keadaan semula 

dengan menggunakan pendekatan Keadilan 

Restoratif. 

(4) Penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan 

menggunakan pendekatan keadilan restoratif 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b 

menghentikan penuntutan. 

(5) Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan 

restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

dilakukan oleh Penuntut Umum secara bertanggung 

jawab dan diajukan secara berjenjang kepada Kepala 

Kejaksaan Tinggi. 
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BAB III 

SYARAT  

 

Pasal 4 

(1) Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan 

Restoratif dilakukan dengan memperhatikan: 

a. kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain 

yang dilindungi; 

b. penghindaran stigma negatif; 

c. penghindaran pembalasan; 

d. respon dan keharmonisan masyarakat; dan  

e. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum. 

(2) Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan 

Restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan dengan mempertimbangkan: 

a. subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak 

pidana; 

b. latar belakang terjadinya/dilakukannya tindak 

pidana; 

c. tingkat ketercelaan; 

d. kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak 

pidana; 

e. cost and benefit penanganan perkara; 

f. pemulihan kembali pada keadaan semula; dan 

g. adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka.  

 

Pasal 5 

(1) Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan 

dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan 

Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut: 

a. tersangka baru pertama kali melakukan tindak 

pidana; 

b. tindak pidana hanya diancam dengan pidana 

denda atau diancam dengan pidana penjara tidak 

lebih dari 5 (lima) tahun; dan 

c. tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti 

atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari 
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